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Salah satu inisiatif yang dihasilkan dari pertemuan tahunan Konferensi Para Pihak (Conference of the 

Parties atau COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-26 yang 

diselenggarakan pada tahun 2021 di Glasgow, lnggris, adalah Just Energy Transition Partnership atau 

JETP. JETP diusung oleh Pemerintah Perancis, Jerman, lnggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang 

tergabung dalam International Partners Group (IPG), bekerja sama dengan Afrika Selatan untuk 

membantu Afnka Selatan melakukan upaya dekarbonisasi dalam konteks kebijakan iklim domestik, 

serta mendukung transisi ekonomi Afrika Selatan ke sumber energi yang lebih bersih. Salah satu fitur 

utama dalam JETP adalah penekanan pada transisi yang berkeadilan di dalam rencana investasi serta 

pendanaan nya. 

JETP yang dilakukan oleh IPG dengan Afrika Selatan diharapkan dapat menjadi model yang dapat 

direplikasikan ke negara-negara berkembang lainnya, terutama negara-negara yang memiliki 

ketergantungan tinggi pada energi fosil dalam membangun ekonominya. Indonesia, merupakan salah 

satu negara yang termasuk dalam kategori ini. Untuk dapat memanfaatkan peluang ini, Indonesia 

tentunya perlu mempersiapkan din, dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan, memastikan 

adanya kondisi pemungkin (enabling environment) yang tepat, serta memastikan bahwa kerja sama 

yang dibuat tidak menyalahi prinsip-prinsip yang berlaku. 
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01. Rencana Indonesia dalam melakukan transisi

energi

Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung Persetujuan Paris, melalui Nationally 

Determined Contribution (NOC) pertamanya,1 yang menyatakan bahwa Indonesia akan menurunkan 
emisi gas rumah kaca (GRK) dengan upaya sendiri sebesar 29%, dan dengan bantuan internasional, 
Indonesia dapat menambah penurunan emisi GRK sebesar 12% lagi menjadi total 41%. lndonesia juga 
menyatakan keinginannya untuk mendukung upaya bersama dalam mencegah kenaikan temperatur 
rata-rata global agar tidak melebihi 2'C, bahkan diupayakan untuk tidak melebihi 1,5'C. 

Sektor energi di dalam NOC Indonesia yang pertama, ditargetkan dapat menurunkan sekitar 314-446 
juta2 ton CO2-ek pada tahun 2030, melalui upaya-upaya pengembangan energi terbarukan, 
pelaksanaan efisiensi energi, konversi energi, dan penerapan teknologi energi bersih. Untuk 
melaksanakan hal ini, Indonesia mulai memperhitungkan untuk melakukan early retirement dari 
beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indonesia, yang berasal dari batu bara. Sebesar 8.770 
MW PLTU telah dibatalkan, dengan estimasi penurunan emisi GRK setara dengan 64,5 juta ton 
COJtahun (Wanhar, 2022). 

Gambar 1 Sebaran proyek Pl TU yang dibatalkan dalam rangka t ransisi energi (Wanhar, 2022) 

SEBARAN PROYEK PLTU YANG DIBATALKAN 

DALAM RANGKA TRANSISI ENERGI 

PLTU 8in1an 

2x100 MW 

64,5 Juta 

ton CO2/ tahun 

. ; 

1 lndonesi3.1)3.da tanggal 23 September 2022 yang 13.lu telan mengeluar!san En/Jam<d Natioml/y Oetemiood Cortrlbrl/on (ENDC). di mana Indonesia menyatakan untuk menurunkan em�i gas rumah 
kroanyasebesar 318!1¾ deng,.n upayasendin. dan 43.20% dengan dukungan internasional. di lahun 2030. 

2 Pada ENDC. target penurunan emisi g,.s rumah kaoa di selctorenerg) men)sdi 358-41J13 juta ton C02-ek. 
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Selain pembatalan yang telah dilakukan, Perusahaan Listnk Negara (PLN) juga memperhitungkan 

skenario retirement PLTU batu bara, seperti yang terlihat dari gambar 2. 

Gambar 2 Skenario retirement PLTU batu bara 01\fanhar, 2022) 

SKENARIO RETIREMENTPLTU BATUBARA 
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Perhitungan yang ditunjukkan oleh gambar 2 dilakukan dengan catatan sebagai berikut: 

8 Kapasitas PLTU yang diperhitungkan mencakup PLTU existing (yang sudah ada) dan

on-going (sedang dalam pembangunan), di semua wilayah usaha (wilus), baik (PLN) 

maupun non-PLN; 

D Kenaikan kapasitas PLTU sesuai dengan proyek yang tercantum dalam Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); 

D Retirement PLTU memberikan kontribusi utama dalam penurunan emisi sektor pembangkit

te naga listrik; 

D Usia PLTU PLN sesuai revaluasi aset dan Private Power Utility (PPU) maksimal 30 tahun

serta Independent Power Producer (IPP) 25-30 tahun sesuai Power Purchase Agreement 

(PPA); 
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Gambar 2 juga membenkan gambaran terkait apa yang harus disiapkan sehubungan dengan 

phasing out PLTU: 

D Payung hukum (berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden) sehingga 

implementasi retirement dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan berkesinambungan 

hingga selesai; 

B Phasing out PLTU PLN sebelum 2046 perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat isu revaluasi 

aset PLN; 

D PLTU I PP hanya be rope rasi sampai dengan berakhirnya PPA dan tidak dapat diperpanjang; 

D PLTU wilayah usaha non-PLN dan PLTU untuk kepentingan sendiri izin usaha penyediaan 

tenaga listnk untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) harus mengikuti program phasing out; 

D Tidak menambah PLTU baru kecuali yang telah tercantum dalam RUPTL berlaku bagi 

semua wilayah usaha dan pembangkit untuk kepentingan sendiri (IUPTLS). 

Kementenan Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah mengembangkan tiga skenario 

retirement PLTU, yaitu skenario Business as Usual (BaU), skenario Zero Emission (ZE), dan skenario 

Net Zero Emission (NZE). Untuk pencapaian NZE di sektor energi pada tahun 2060, maka net emisi 

di sektor ini harus me ncapai nol untu k sektor pembangkit. Terkait hal te rsebut, s kenario ZE telah dipilih 

untuk diterapkan. 

Demi mencapai skenario ZE di atas, beberapa hal berikut ini harus dilakukan: 

D Sehubungan dengan PLTU/pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) tambahan PLTU 

hanya untuk proyek yang telah berkontrak dan berada pada masa konstruksi. PLTU IPPakan 

dipensiunkan setelah berakhirnya PPA, sedangkan PLTGU akan dipensiunkan setelah usia 

30 tahun; 

B Terkait energi baru terbarukan (EBT): tambahan pembangkit setelah 2030 hanya akan 

berasal dari EBT. Mulai 2030 pengembangan Variable Renewable Energy (VRE) berupa 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan dilakukan dengan semakin masif, diikuti oleh 

pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) baik on shore maupun off shore mulai tahun 2037; 

D Pembangkit listnk tenaga panas bumi (PLTP): pengembangan secara bertahap 

dimaksimalkan hingga 22 GW, melalui pengembangan Advance Geothermal System dan 

pengembangan siste m pan as bu mi no n-ko nve nsional lai nnya; 

D Pembangkit listrik tenaga air (PLTA): dioptimalkan dan listriknya akan dikirim ke pusat-pusat 

be ban di pulau lain, selai n itu PLTA j uga memberikan balancing bagi pembangkit VRE; 

D Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN): beroperasi secara bertahap mulai tahun 2039 untuk 

menjaga keandalan sistem. Pada tahun 2060, PLTN diperkirakan akan mencapai 31 GW. 
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D Storage: pump storage mulai diterapkan di tahun 2025. Battery Energy Storage System

(BESS) diharapkan akan mulai masif tahun 2034. Sedangkan hidrogen diproduksi dari tenaga 

listrik berbasis EBT (green hydrogen) mulai tahun 2031 di mana penggunaannya 

diperuntukan bagi sektor non-pembangkit. 

KESOM juga mencatat kebutuhan investasi pembangkit dan transmisi menuju NZE di sektor energi, 

mencapai USO 1.108 miliar di tahun 2060, di mana USO 995 miliar untuk pembangkit dan USO 113 

miliar untuk transmisi. Artinya, Indonesia akan membutuhkan investasi rata-rata sekitar USO 28 miliar 

per tahun untuk mencapai NZE di sektor energi. 

Kesiapan sektor energi terbarukan Indonesia 

Indonesia memiliki potensi EBT yang besar, mencapai 3.686 GW yang terdiri dan surya, air, bioenergi, 

angin, panas bumi, serta yang bersumber dari laut. Waiau demikian, pemanfaatan energi terbarukan di 

Indonesia masih sangat kecil, berada di angka 11.612 MW per Juni 2022, atau sekitar 0 ,3% dari total 

potensi yang ada (lswahyudi dan Kusdiana, 2022). 

Gambar 3 Potensi EBT di Indonesia Oswahyudi dan Kusdiana, 2022) 

POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN INDONESIA 

KONSUMSI LISTRIK 
Unit: kWh/kapita 
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Sehubungan dengan adanya target penurunan emisi GRK Indonesia, guna mencapai NZE di tahun 

2060 atau lebih awal, maka pengembangan energi terbarukan harus dilakukan secara lebih masif lagi. 

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) memperkirakan, untuk 

mencapai NZE di tahun 2060, komposisi pembangkit listrik dari EBT akan berasal dari pembangkit 

listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 421 GW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 94 GW, 

PLTA 72 GW, pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) mencapai 60 GW, PLTN3 31 GW, PLTP 

(panas bumi) 22 GW, dan PLT Arus Laut4 mencapai 8 GW. Sedangkan untuk teknologi penyimpanan5

(storage) akan terdiri dari pumped storage sebesar 4,2 GW, dan BESS sebesar 56 GW. 

Gambar 4 Kapasitas pembangk� pada kondisi Net Zero Emission di tahun 2060 (GW) (lswahyudi dan Kusdi ana, 2022) 
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5 storage diperkirakan akan mulai masuk secaia masif di tahun 2031. Teknologi storage yangakan digunaJc.an adalah PU/1\0ed storage dan BESS. 
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Terkait dengan infrastruktur, Indonesia penu memperkuat jaringan (grid) yang ada. Jaringan (grid) 

nasional menjadi faktor kunci dari NZE sektor pembangkitan, terutama dengan adanya rencana untuk 

mengintegrasikan jaringan antar pulau. 

Gambar 5 Peningkatan infrastruktur ketenagalist rikan Oswahyudi dan Kusdiana, 2022) 

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 
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Just Energy_ Transit/On Partnership (JETf)) 

sosial-e ko nomi 

lndo nesia selayaknya 
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Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 

Prinsip ini mengedepankan pentingnya kolaborasi antar lintas kementerian dan 
lembaga negara dalam menyusun rencana untuk membangun perekonomian 
nasional (termasuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan 
energi) berdasarkan asas kebersamaan.

Penerapan prinsip ini di dalam peraturan dan kerja sama terkait transisi energi Penerapan prinsip ini di dalam peraturan dan kerja sama terkait transisi energi 
berkeadilan adalah memastikan adanya koordinasi dan kolaborasi yang efektif 
antara kementerian/lembaga baik dalam penyusunan kebijakan maupun 
implementasi.

7. Prinsip pembuatan kebijakan yang kolaboratif

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28E ayat 
(3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 

Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap 
pengambilan kebijakan publik yang didasarkan pada akses informasi dalam 
proses pengambilan keputusan pemerintah yang dilakukan secara inklusif.

Penerapan prinsip ini di dalam peraturan dan kerja sama mengenai transisi Penerapan prinsip ini di dalam peraturan dan kerja sama mengenai transisi 
energi yang berkeadilan adalah memastikan keterlibatan publik di dalam 
menyusun landasan pembentukan dan pelaksanaan program transisi energi 
yang berkeadilan.

6. Prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keterbukaan
informasi

15
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04. Pandangan kelompok masyarakat sipil terkait

dengan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan

terkait dengan transisi energi yang berkeadilan

Beberapa kelompok masyarakat sipil melihat bahwa transisi energi yang berkeadilan masih memiliki 

banyak pekerjaan rumah; terutama setelah melihat pembelajaran dari inisiatif JETP yang saat ini 

sedang digodok di Afrika Selatan. Pertama, definisi atau apa yang dimaksud dengan transisi energi 

berkeadilan itu sendiri. Memiliki pemahaman yang sama mengenai transisi energi berkeadilan akan 

membantu Indonesia dalam memastikan bahwa kerja sama yang akan terjadi antara Indonesia dengan 

pihak lain, selaras dengan pemahaman mengenai transisi energi berkeadilan terse but. 

Kedua, pentingnya memiliki platform pertukaran informasi dan partisipasi. Hal ini menyangkut proses 

konsultasi publik yang sangat minim di Indonesia terkait transisi energi berkelanjutan. Platform ini dapat 

digunakan sebagai sumber informasi secara berkala dan diakses oleh publik. 

Ketiga, te rkait pertimbangan Ii ngkungan hidu p maupu n HAM dalam konte ks perencanaan transisi 

energi sendiri. Kebutuhan akan adanya blue print terkait pertimbangan lingkungan hidup maupun hak 

asasi dalam konteks perencanaan, muncul dalam pembahasan ini. Kelompok masyarakat sipil melihat 

bahwa dokumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dioptimalkan 

penggunaannya dalam proses perencanaan. KLHS menjadi panting karena dapat digunakan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai pertimbangan lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi, mulai dari 

tahap perencanaan. 

Hal lain yang diusung juga terkait dengan restorasi lingkungan dan penerapan prinsip pencemar 

membayar (polluter pays principle), terutama untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat 

pembangkit-pembangkit berbasis fosil masih beroperasi. 
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05. lnisiatif pendanaan yang saat ini ada untuk

mendukung transisi energi berkeadilan

di Indonesia

Terdapat dua inisiatif pendanan transisi energi berkeadilan yang saat ini sering dibicarakan untuk 
diimplementasikan di Indonesia. Pendanaan pertama adalah Energy Transition Mechanism, di 
mana pendanaan ini berasal dari Climate Investment Fund (CIF) yang disalurkan lewat Asian 
Development Bank (ADB). Pendanaan kedua adalah JETP yang merupakan model pendanaan yang mirip 
dengan JETP di Afrika Selatan. 

Energy Transition Mechanism (ETM) 

Diumumkan pad a COP26 Glasgow tahun 2021 yang lalu, ETM Southeast Asia Partnership merupakan 
kemitraan yang dilakukan pertama kalinya di wilayah Asia Pasifik, dengan tujuan untuk mempercepat transisi 
Asia Tenggara menuju energi bersih. ETM memiliki pendekatan blended finance, untuk 
memensiunkan pembangklt listrik berbahan bakar batu bara dan mempercepat jadwal pensiun 
pembangkit, serta menggantikannya dengan pembangklt berbahan bakar yang bersih. 

Selain dari pemensiunan dini dari pembangkit listrik berbasis batubara, mekanisme ini juga 
memungkinkan untuk melihat repurposing pembangkit pada jangka waktu yang lebih cepat. 
Mekanisme ini berfokus pad a investasi energi bersih, baik di sisi pembangkit, penyimpan (storage), dan 
juga peningkatan performa jaringan (grid). Kontribusi dari bank-bank pembangunan, investor swasta, 
filantropi, dan juga investor jangka panjang, akan memberikan kapital untuk ETM. 

lmplementasi ETM oleh ADB akan mendukung pemerintah nasional mematangkan kebijakan dan juga bisnis 
yang relevan, sehingga mampu meningkatkan tata kelola program, penurunan emisi, serta tujuan-tujuan 
transisi berkeadilan. 

Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan ETM Country Platform, di mana PT Sarana 
Multi lnfrastruktur (SMI) akan bertindak sebagai fund manager dari seluruh pendanaan terkalt transisi 
energi berkeadilan dalam bentuk blended finance. ETM Country Platform dirancang memiliki 
dua jenis pendanaan. yaltu Clean Energy Fund (CEF), untuk mendanai proyek-proyek energi 
terbarukan. dan Carbon Reduction Fund (CRF), sebagai pundi untuk mendanai coal phase out. 
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Just Energy Transition Partnership 

Pada COP ke 26 di Glasgow, lnggris, pada tahun 2021 yang lalu, Pemerintah Afrika Selatan bersama 
dengan Pemerintah Perancis, Jerman, lnggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang juga disebut 
sebagai IPG, mengumumkan kemttraan yang disebut dengan JETP. JETP adalah upaya mobilisasi dana 
senilai USD 8,5 juta untuk kurun waktu 3-5 tahun ke depan, guna membantu Afrika Selatan melakukan 
upaya dekarbonisasi. 

Janis pendanaan seperti JETP diharapkan menjadi model untuk direplikasi ke negara berkembang lain, yang 
memiliki ekonomi intensW energi. Model ini memper1ihatkan, negara berkembang dengan ekonomi 
intensif energi menuangkan komitmen untuk melakukan upaya dekarbonisasi ke dalam NDC mereka 
masing-masing. Negara-negara maju, di pihak lain, menyediakan komitmen pendanaan untuk mendukung 
negara-negara berkembang tersebut, dalam mengimplementasikan upaya-upaya dekarbonisasi 
mereka. Jika berjalan dengan baik, maka mekanisme kerja sama seperti JETP dapat memper1ihatkan 
bahwa transisi berkeadilan dapat dilakukan dan didanai serta menjadi katalis untuk mewujudkan 
pembangunan yang inklusif, di mana tidak ada satu orang pun yang tertinggaJ. 

Bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Tingkat linggi (KIT) G20 di Bali pad a November 2022 yang 
lalu, diumumkan bahwa JETP akan mengalokasikan pendanaan sebesar USD 20 miliar, sedangkan 
ETM akan mengalokasikan USD 500 juta berupa pendanaan lunak (Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia, 2022). Terkait dengan JETP pendanaan USD 20 miliar akan dimobilisasi 
melalui 2 cara: USD 10 miliar akan dimobilisasi oleh anggota-anggota International Partnership 
Group (IPG), sedangkan USD 10 miliar lainnya akan dilakukan oleh Kelompok Kerja Glasgow 
Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan IPG (European 
Commission, 2022). 
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Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan agar Indonesia dapat menyikapi dengan 

baik peluang terkait transisi energi berkeadilan: 

■ Indonesia perlu memiliki definisi dan persepsi terkait transisi energi berkeadilan

(Just Energy Transition), yang dapat dimengerti dan berlaku bagi semua pihak. Indonesia

dapat menyusun Just Energy Transition Framework, yang kemudian dikembangkan menjadi

kerangka transisi berkeadilan, dengan mempertimbangkan sektor-sektor lain selain sektor

energi;

■ Indonesia memerlukan pengaturan kelembagaan yang kuat di level nasional, terkait transisi

energi yang berkeadilan;

■ Indonesia memerlukan sebuah plattorm yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat

Indonesia untuk berbagi informasi terkait perkembangan transisi energi berkeadilan,

utamanya di Indonesia. Plattorm ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mewujudkan

terjadinya konsultasi publik yang efektif dan partisipatif.
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